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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

I (U 40 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SLTP pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Dirumah orangtua a.n lbu
Onih, di Kampung Biru, RT 002, RW 004, Desa
Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten
Bandung, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
Melawan
I U 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SLTP pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di
Kampung Biru, RT 001, RW 001, Desa Biru,
Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
Setelah memeriksa alat bukti;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29
April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam
register Nomor 2475/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 29 April 2020, telah
mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 01 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA
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Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun
nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
315/11/111/2003 pada tanggal 01 Maret 2003.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di Kampung Biru, RT 001, RW 001, Desa Biru, Kecamatan
Majalaya, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da
dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang bernama :

- B - tanggal 06 Januari 2004.

- . i tanggal 23 Februari 2016.

4, Bahwa sejak bulan Maret 2019 rumahtangga antara Penggugat
dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
antara lain karena:

- Bahwa Tergugat kurang bertanggungajwab dalam hal nafkah terhadap
Penggugat, yang mana nafkah yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp.
30.000,- perhari itupun sifatnya tidak menentu dan tidak mencukupi
kebutuhan sehari-hari. Bahkan sejak Januari 2020 Tergugat tidak
menafkahi Penggugat sampai saat ini. Sehingga untuk mencukupi
kebutuhannya, Penggugat terpaksa bekerja. \

- Disamping itu juga komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat
kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat sering berselisih paham dengan
Penggugat yang disebabkan oleh hal-hal kecil. Seperti Tergugat yang
sering berkata kasar ketika sedang bertengkar dengan Penggugat.
Sehingga Penggugat merasa kecewa dan kurang nyaman hidup
berumahtangga dengan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan
rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.
Puncaknya sekitar bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat
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bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada
hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah
tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan
kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu
Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cg. majelis hakim untuk
memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang
ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut
berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([ GcIEIE
) terhadap Penggugat (I
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain,

mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan pertama dan kedua yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk
mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim

berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Mediator

I - .ntuk melakukan mediasi.
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Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil
mediasi tanggal 03 Juni 2020 yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi
yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka
persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat
menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah selebihnya
dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tetap berkeinginan untuk
kembali rukun membina rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat juga telah
mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa pada persidangan tanggal 01 Juli 2020 dan tanggal 15 Juli
2020Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah
dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi
materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ||l t2ng02 N
- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.
Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.2;
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SAKSI-SAKSI
1. ' 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
buruh, tempat tinggal di Kampung Biru, RT 001, RW 001, Desa Biru,
Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saksi adalah adik kandung
Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Asep Wawan bin
Modri sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di Kampung Biru, RT 001, RW 001, Desa Biru, Kecamatan Majalaya,
Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat
bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah
Penggugat, disamping itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat
juga kurang terjalin dengan baik;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat
saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap
mau bercerai dari Tergugat;
2. . 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di wiraswasta. Saksi adalah adik kandung
Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Asep Wawan bin

Modri sebagai suami Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di Kampung Biru, RT 001, RW 001, Desa Biru, Kecamatan Majalaya,

Kabupaten Bandung;

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah

Penggugat, disamping itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat

juga kurang terjalin dengan baik;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat

saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap

mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa  atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut, Penggugat
membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau
memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meskipun
telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada dalil gugatan dan repliknya serta menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis
hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan
Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang
memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini
merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut
Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (in person) di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Drs. H. Djedjen
Zaenuddin, S.H., M.H. selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang
bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan
bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati

Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat dan
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Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak
berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal
143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada
dasarnya Tergugat telah membenarkan secara berklausula dalil-dalil tersebut
dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan
bahwa sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat
tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, disamping itu
komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga kurang terjalin dengan baik
hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawab menjawab
tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan telah mengakibatkan rumah
tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang
mendalilkan gugatan, maka majelis hakim membebankan Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk
mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta 2 (dua) orang saksi;
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Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di
persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta
autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (vide Pasal
1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan
dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat
(3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu
dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat
diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan
berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak principal (natuurlijke person) yang
memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara
(legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di
persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis
hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah
memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah
memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima
dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak
pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan
dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat
bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti
sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat
dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang
diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua
orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing
telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan persidangan dan
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telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang
secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari
keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat bulan Desember 2019 yang lalu dan kedua saksi juga
telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan
saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan
Pasal 144 HIR jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil
dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan
dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi pada tanggal 01
Juoi 2020 dan 15 Juli 2020 di persidangan sehingga tidak bisa dimintakan
keterangan maupun mengajukan bukti-bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat
dan jawab menjawab, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di
atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang
telah dikonstatir sebagai berikut :
e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riska Nurhalizah dan Ristia
Nurhanipabh;
e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab
dalam hal nafkah Penggugat, disamping itu komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat juga kurang terjalin dengan baik;
e Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 5
(lima) bulan yang lalu;
e Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah yang telah
menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil
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gugatan dan replik Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan dan replik
Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus
dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi
bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang
puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini Penggugat dan Tergugat
saat ini telah berpisah tempat tinggal, selama itu pula Penggugat tetap
bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya majelis hakim
berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat
dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah
tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri;
Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya
tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin
diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas
sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak
diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah
berusaha secara maksimal menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali
rukun mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena
Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim
berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk
dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;
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Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut,
merupakan fakta yang dikonstatir sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang
telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh
karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang
demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya
bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus
dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab al-Asybah wan Nadhaair
halaman 62, yaitu :

sl s e I3l awliall £53
yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada
menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan
untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian
dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :
“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah
satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,
merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Penggugat;
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Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([ GcNIEzNG
I kepada Penggugat (I

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 24 Zulgaidah 1441 Hijriyah, oleh kami |
S.H.I. sebagai Ketua Majelis, N R REEEEEEE -~ I

I s-bo0:2i hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh | G

sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota | Ketua Majelis

Hakim Anggota Il

Panitera Pengganti
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PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat . Rp. 100.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp. 200.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah . Rp. 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)
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